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ABSTRAK 

 

Berdasarkan data LKPD yang dipublikasikan oleh BPK, 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memang 

mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu dua tahun 

terakhir (tahun 2012-2013). Meskipun demikian dalam kurun waktu 

dua tahun terakhir terjadi trend peningkatan dalam hal pengungkapan 

laporan keuangan daerah.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh intergovernmental  revenue dan jumlah SKPD atau satuan 

kerja perangkat daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda dan uji hipotesis 

menggunakan Program SPSS. Jumlah data yang terkumpul di 

penelitian ini terdiri dari 35 sampel dengan menggunakan sampel 

jenuh diperoleh 35 data sebagai sampel dari 2 tahun pengamatan 

yakni 2012-2013. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa intergovernmental  

revenue dan jumlah SKPD atau satuan kerja perangkat daerah  secara  

simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh  positif terhadap  tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi secara 

parsial intergovernmental revenue tidak berpengaruh sedangkan 

jumlah SKPD atau satuan kerja perangkat daerah berpengaruh  positif 

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.  

 

Kata  Kunci :  Intergovernmental Revenue, jumlah SKPD dan tingkat 

pengungkapan 
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ABSTRACT 

 

 Based on LKPD data published by BPK, the disclosure of 

local government financial reports has indeed increased and decreased 

over the past two years (2012-2013). Nevertheless, in the last two 

years there has been an increasing trend in terms of disclosing 

regional financial reports. 

 This research aims to determine and analyze the effect of 

intergovernmental revenue and the number of SKPD or regional work 

units on the level of disclosure of local government financial reports. 

 The research method in this thesis is descriptive statistical 

analysis, classical assumption test, multiple linear analysis and 

hypothesis testing using the SPSS program. The amount of data 

collected in this study consisted of 35 samples using saturated 

samples, 35 data were obtained as samples from 2 years of 

observation, namely 2012-2013. The type of data used is secondary 

data. 

 The results of this study prove that intergovernmental revenue 

and the number of SKPD or regional work units simultaneously or 

jointly have a positive effect on the level of disclosure of local 

government financial reports. Intergovernmental revenue and the 

number of SKPD or regional work units partially have no effect on the 

level of disclosure of local government financial reports. 

 

Key Words :  Intergovernmental Revenue, the number of SKPD and 

disclosure 
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OMOOM 

 

                        

                           

            

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

(QS Al Maidah:8) 
1

kerjakan 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fatwa Cemani Solo, Al-Maidah/5.8. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai langkah awal dalam memahami judul penelitian 

yang penulis buat dan tidak menimbulkan kesalah pahaman 

oleh para pembaca maka perlu adanya penguraian arti dari 

setiap istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.   

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Intergovernmental 

Revenue Dan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah)”. 

Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak 

adanya diisenterpretasi terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, selain itu tujuan dari 

penegasan judul ini adalah sebagai proses penekanan 

permasalahan pokok yang akan dibahas.  

Uraian dari judul penelitian di atas adalah sebagai berikut: 

1. “Pengaruh” adalah daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang atau benda) yang ikut membenrtuk 

watak kepercayaan dan perbuatan seseorang.
1
  

2. “Intergovermental revenue” adalah pendapatan yang 

diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari 

sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya 

pembayaran kembali, Intergovermental revenue lebih 

dikenal dengan istilah dana perimbangan. Menurut 

UU No 33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan 

kemampuan keuangan antar-daerah dalam rangka 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2010), 77.  
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mendanai kebutuhan daerah sebagai implementasi 

pelasksanaan asas desentralisasi.
2
  

3.  “SKPD” atau Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sebagai salah satu entitas pelaporan dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah merupakan unit pemerintahan 

yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi 

berdasarkan peraturan perundang-undnagan wajib 

menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban berupa 

laporan keuangan.
3
    

4. “Pengungkapan” memiliki arti tidak menutupi atau 

menyembunyikan, jika dikaitkan dengan laporan 

keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa 

laporan keuangan harus mampu memberikan 

informasi dan penjelasan yang cukup terkait dengan 

aktivitas dari suatu unit uasaha.
4
 

5. “Laporan Keuangan” adalah laporan yang disusun 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) terutama pihak-pihak yang berada diluar 

instansi pemerintahana sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja, pelaksanaan tugas, 

fungsi program dan aktivitas, serta bentuk penilaian 

terhadap akuntabilitas dan pembuatan keputusan baik 

keputusan yang terkait dengan ekonomi, sosial, 

maupun politik.
5
 

6. “Perspektif” adalah sudut pandang atau pandangan.
6
 

7. “Ekonomi Islam” adalah ilmu yang mempelajari 

usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya 

                                                             
2Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan. . 
3Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah.  
4Chariri dan Ghazali dalam Febrianto Nova, Pengaruh Ukuran Pemerintah 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan 

Intergovermental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2, 

no.4 (2018), 235.   
5Ibid. 
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia., 1011. 
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agar mencapai falah berdasarkan Al-Quran dan As-

Sunnah.
7
   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul skripsi ini adalah akibat yang ditimbulkan dari 

adanya dana perimbangan dan jumlah SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) terhadap informasi dan penjelasan yang 

ada dalam laporan keuangan pada Kabupaten/Kota se-

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013 dalam sudut pandang 

ekonomi Islam.   

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti 

untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, serta meningkatkan transparansi dana 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka 

baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah 

diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan. Pada 

LKPD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah, dari 35 Kabupaten/Kota yang ada pada tahun 

2013 sebanyak 11 Kabupaten/Kota memperoleh opini 

WTP, sisanya sebanyak 24 Kabupaten/Kota memperoleh 

opini WDP.
8
  

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan tetapi 

hanya satu dimana pada tahun 2012 terdapat 10 LKPD 

yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP.
9
 Ini tentu 

menjadi bukti khususnya berkaitan dengan kurangnya 

kualitas LKPD dan harus adanya perbaikan dari entitas 

                                                             
7Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (Jakarta : Raja 

Grafindo Perkasa. 2007), 19.  
8Bpk.go.id (Laporan LKPD tersedia online, diakses pada 15 Oktober 2019) 
9Ibid. 
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yang ada di lingkungan pemerintah baik Pemkab ataupun 

Pemkot. 

Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh kepada 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah salah 

satunya adalah ju  mlah SKPD. Meskipun telah banyak 

penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal 

tersebut, namun penggunaan intergovermental revenue 

dan jumlah SKPD  sebagai variabel dependen masih 

belum banyak dilakukan terlebih lagi dikaitkan dengan 

pandangan sistem Ekonomi islam, oleh sebab itu maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai 

pengaruh intergovermental revenue dan jumlah SKPD 

terhadap pengungkapan laporan keuangan pada 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah  tahun 2012-2013 

.  

2. Alasan Subjektif 

Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu 

yang peneliti  pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang 

Pengelolaan kinerja pemerintah daerah, baik ditingkat 

provinsi ataupun pada tingkat Kabupaten/Kota memasuki era 

baru sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 33 tahun 

2011 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 telah 

memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah 

daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara 

lebih luas, nyata dan bertanggung jawab baik dalam lingkup 

pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota 

(Pemkot).  

Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peranan dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mamu 

memacu masing-masing daerah untuk dapat memiliki 

penghasilan yang cukup dalam upayamemenuhi kebutuhan 
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daerah. Sehingga setiap daerah harus memiiki sumber 

pembiayaaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Intergovermental revenue merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah dimana dana ini merupakan dana dari 

pusat yang dikhususkan untuk membiayai program-program 

pemerintah daerah. Intergovermental revenue atau dana 

perimbangan memiliki kontribusi besar terhadap APBD. Jika 

pengelolaanya dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan  maka akan dapat memberikan 

kontribusi dalam peningkatan kinerja daerah.  

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, serta meningkatkan transparansi dana akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah 

pusat ataupun pemerintah daerah wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan Keuangan adalah laporan yang disusun untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakeholder) terutama pihak-pihak yang 

berada diluar instansi pemerintahana sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi 

program dan aktivitas, serta bentuk penilaian terhadap 

akuntabilitas dan pembuatan keputusan baik keputusan yang 

terkait dengan ekonomi, sosial, maupun politik.
10

 

Laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan 

informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah 

(Kepala Daerah, Kepala Birokrasi, Bagian Keuanagn serta 

Kepala Dinas), pihak legislatif, para kreditur dan juga 

masyarakat luas. Adapun secara umum tujuan dari adanya 

laporan keuanagan adalah untuk menyajikan informasi yang 

berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus 

kas, dan juga kinerja keuangan suatu entitas sehingga dengan 

                                                             
10Sukmaningrum dalam Febrianto Nova, “Pengaruh Ukuran Pemerintah 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan 

Intergovermental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” Jurnal 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Vol. 2, no.4, (2018) : 12. 
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adanya pelaporan tersebut maka dapat memberikan manfaat 

bagi para pengguna dalam mebuat evaluasi dan keputusan 

mengenai sumber alokasi dana. 
11

 

Berkaitan dengan sektor pemerintahan, pengungkapan 

laporan keuangan wajib mengacu pada pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan yang berpedoman kepada 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintahan pada bagian Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP, lampiran 1, par. 

35-40) menjelaskan bahwa agar keberadaan laporan keuangan 

dapat memenuhi tujuannya maka, diperlukan karakteristik 

kualitas laporan keuangan yang meliputi: relavan, andal, dapat 

diabndingkan dan dapat dipahami.
12

 Laporan keuangan juga 

menakup mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan 

oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.   

Salah satu hal yang berpengaruh dalam tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah 

jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD 

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu entitas 

pelaporan dalam lingkungan Pemerintah Daerah merupakan 

unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban berupa laporan 

keuangan.
13

 Sehingga berdasarkan definisi tersebut maka yang 

dimaksud dengan entitas akuntansi adalah SKPD.  

Menurut Mandasari dalam Arifin Iman dan Fitriasari, 

semakin banyaknya diferensiasi fungsional dalam pemerintah 

                                                             
11Ibid.   
12Chariri dan Ghazali dalam Febrianto Nova, Pengaruh Ukuran Pemerintah 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan 

Intergovermental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2, 

no.4 (2018), 235. 
13Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah.  
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daerah maka kan semakin banyak ide, informasi serta inovasi 

yang berkaitan dengan pengungkapan.
14

 Berdasarkan 

pendapat tersebut maka dapat dilogikakan bahwa semakin 

banyak jumlah SKPD pada pemerintah daerah maka akan 

semakin besar pemenuhan pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Berdasarkan data LKPD yang dipublikasikan oleh BPK, 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memang 

mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu 

dua tahun terakhir (tahun 2012-2013). Meskipun demikian 

dalam kurun waktu dua tahun terakhir terjadi trend 

peningkatan dalam hal pengungkapan laporan keuangan 

daerah.  Peningkatan ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

kualitas LKPD dari sebelumnya memperoleh opini WDP 

(Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa 

Pengecualian), persentase LKPD yang memperoleh opini 

WDP 59.35% turun menjadi 45,64%.
15

 

Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada LKPD 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan data terjadi peningkatan tetapi hanya satu dimana 

pada tahun 2012 terdapat 10 LKPD yang berasal dari 

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang 

mendapatkan opini WTP.
16

 Sedangkan pada tahun 2013 

terdapat 11 LKPD yang berasal dari pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan 

opini WTP. Ini tentu menjadi bukti khususnya berkaitan 

dengan kurangnya kualitas LKPD dan harus adanya perbaikan 

dari entitas yang ada di lingkungan pemerintah baik Pemkab 

ataupun Pemkot. 

Pengungkapan laporan keuangan juga merupakan salah 

satu bentuk dan upaya pemerintah darah dalam melaksankan 

amanat yang diberikan oleh masyarakat.  

                                                             
14Arifin, Imam dan Fitriasari, Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian 

dan lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK (Mataram: Preceeding 

SNA 17, 2014), 24-27.    
15Bpk.go.id (Laporan LKPD tersedia online, diakses pada 15 Oktober 2019).   
16Ibid. 
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Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT : 

                   

         

 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS Al-

Anfal:27) 

 

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman : 

                  

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An Nisa’: 

58) 

 

Dalam haditsnya Rasulullah SAW pun bersabda : 

  أدََ  الأمََانةَََ إلِىَ مَنَِ ائ تمََنكَََ وَلََ تخَُنَ  مَنَ  خَانكَََ

 “Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan 

amanat padamu dan jangan engkau mengkhianati orang yang 

mengkhianatimu” (HR. Abu Daud no. 3535 dan At Tirmidzi 

no. 1624, hasan shahih) 

 

Berkaitan dengan pembahasan ini maka amanat yang 

dimaksud adalah amanat yang diberikan oleh masyarakat 

kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan dan 

menjalanka roda pemerintahan daerah tersebut termasuk 

didalamnya berkaitan dengan pengungkapan laporan 

keuangan. 

Berangkat dari realita tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh 

intergovermental revenue dan jumlah SKPD terhadap 

pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota se-
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Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013 dalam 

skripsi yang berjudul "PENGARUH 

INTERGOVERMENTAL REVENUE DAN JUMLAH 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  TERHADAP 

TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Provinsi Jawa Tengah)"   

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Intergovernmental revenue berpengaruh terhadap 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pada 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Jawa Tengah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Intergovermental revenue terhadap 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pada 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Diharapkan memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai adanya pengaruh Intergovermental 
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revenue dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan 

laporan keuangan.  

b) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi 

pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam 

tentang pengaruh Intergovermental revenue dan 

jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan 

keuangan. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi pemerintah pusat, memberikan gambaran 

mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terutama 

berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan 

sehingga dapat menjadi landasan dalam 

mengevalusi keputuan yang akan diambil.   

b) Bagi pihak Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

dapat dijadikan sebagai input atau masukan dan 

pertimbangan dalam penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah sehingga lebih efektif dalam mengelola dan 

mengungkapkan  laporan keuangannya. 

c) Bagi jurusan, penelitian  ini dapat menambah 

koleksi tentang kajian pengaruh Intergovermental 

revenue dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota. 

d) Bagi akademik, dapat menambah wawasan, 

informasi dan pengetahuan tentang pengaruh 

Intergovermental revenue dan jumlah SKPD 

terhadap pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya  bagi 

mahasiswa  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan 

untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh 

gelar sarjana Ekonomi. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Intergovernmental Revenue dan jumlah SKPD secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. 

Intergovernmental Revenue secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa 

Tengah. Intergovernmental revenue tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa besaran 

dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan 

keuangan karena pemerintah daerah memiliki sumber 

pendapatan daerah  lain seperti pajak daerah, retribusi daerah, 

dan pendapatan daerah lain yang lebih mendukung aktivitas 

dan kebutuhan pemerintah daerah sehingga dana transfer dari 

pemerintah pusat hanya sebagai tambahan dana pendukung 

aktivitas dan kebutuhan pemerintah daerah. 

2. Jumlah SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Jumlah 

SKPD yang berpengaruh secara positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

disebabkan pemerintah provinsi yang memiliki SKPD banyak 

cenderung melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin kompleks 

suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan 

menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang 

dilakukan. Semakin kompleks pemerintahan dibutuhkan 

pengungkapan  yang  lebih besar untuk membantu pembaca 
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laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang 

dilakukan pemerintah. Rata-rata tingkat pengungkapan 

LKPD di provinsi Jawa Tengah sebesar 64%, yaitu rata-rata 

daerah hanya mengungkapkan sebanyak 34 item dari total 

item yang harus diungkapkan sebanyak 53 item. 

 

B. Saran 

1. Intergovernmental Revenue dan jumlah SKPD merupakan 

dua dari banyak aspek-aspek yang merupakan satu kesatuan 

yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sehingga 

sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan 

lagi aspek-aspek penting agar mampu memberikan tingkat 

pegungkapan yang lebih tinggi sehingga transparansi dan 

akuntabilitas senantiasa terjaga 

2. Untuk peneliti selanjutnya mempertimbangkan model 

berbeda yang akan digunakan sehingga dapat dilihat adanya 

tingkat pengungkapan dengan sudut pandang yang berbeda 

serta melakukan penelitian pada daerah/Provinsi lain atau 

dengan menambah variabel lain untuk membuktikan 

konsistensi hasil penelitian. 
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